V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di tarik kesimoulan

sebagai berikut :

1. Penggunaan alat bukti digital dalam pembuktian perkara korupsi adalah
sebagai bukti petunjuk. KUHAP tidak mengatur mengenai keberadaan alat
bukti digital, pengaturan mengenai alat bukti digital dalam pembuktian
perkara korupsi diatur secara Lex Specialist di dalam UU Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 20 Tahun
2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 26 A UU Nomor 20
tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi memperluas cakupan
alat bukti petunjuk dalam KUHAP, sehingga alat bukti digital juga termasuk
di dalam alat bukti petunjuk.

2. Kekuatan pembuktian alat bukti digital/elektronik dalam pembuktian perkara
korupsi memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan semua alat bukti
pada Hukum Acara Pidana. Alat bukti digital yang dapat digunakan sesuai
dengan Pasal 26 A adalah alat butki digital yang mempunyai makna. Hal
tersebut semakin menguatkan bahwa penggunaan alat bukti petunjuk harus
ada persesuaian dengan perbuatan, kejadian atau keadaan. Persesuaian yang

diwujudkan alat bukti petunjuk harus mampu mewujudkan suatu petunjuk
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yang “Nyata dan Utuh” yang bermuara pada keyakinan hakim tentang

terjadinya tindak pidana dan terdakwalah yang melakukannya.

Saran

. Perlu segera adanya penyempurnaan pada KUHAP yang mengakomodir
mengenai penggunaan alat bukti digital. Mengingat, seiring dengan kemajuan
zaman dan teknologi yang membawa dampak pada banyaknya kejahatan
kejahatan yang menggunakan media komputer dan elektronik yang dalam
pembuktiannya pasti memerlukan adanya pembuktian menggunakan alat bukti
digital.

. Perlunya peningkatan dan keahlian para aparat penegak hukum di bidang
Teknologi Informasi untuk mengantisipasi kejahatan yang menggunakan
peralatan digital / elektronik di masa mendatang. Karena perkembangan
zaman dipastikan membawa dampak terhadap perkembangan kejahatan di

semua bidang, termasuk tindak pidana korupsi.



